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Abstrak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
mereformasi tata kelola disiplin profesi kedokteran melalui pembentukan
Majelis Disiplin Profesi (MDP), dengan mekanisme pengaduan yang
menempatkan pasien atau pihak yang dirugikan sebagai pintu masuk
utama. Desain ini berpotensi menimbulkan under-reporting, khususnya
pada pelanggaran yang bersifat halus atau sistemik, karena bergantung

Korespondensi pada satu sumber laporan. Melalui telaah normatif terhadap peraturan
muna286@ gmail.com perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta studi
Publikasi perbandingan dengan sistem regulator profesi di Inggris, Amerika
© 2026 JEKI/ilmiah.id Serikat, dan Australia, penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme
DOI pelaporan multisumber lebih efektif dalam mendukung akuntabilitas

profesi. Dalam konteks tersebut, pembentukan MDP tidak meniadakan
peran Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan Dewan
Etik Perhimpunan Dokter Spesialis (DEPDS), melainkan menuntut
reposisi keduanya sebagai penjaga etik sekaligus simpul informasi
dalam sistem pelaporan multisumber yang memungkinkan rujukan
dua arah dengan MDP. Reposisi kelembagaan ini penting untuk
memperkuat akuntabilitas profesi, meningkatkan keselamatan pasien,
serta mendorong efisiensi dan pembelajaran dalam sistem pelayanan
kesehatan.
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Abstract Indonesia’s Health Law Number 17 of 2023 concerning Health reforms the disciplinary governance
of the medical profession through the establishment of a Medical Professional Disciplinary Council (Majelis
Disiplin Profesi, MDP), with a complain mechanism that places patients or injured parties as the primary point
of entry. This design has the potential to lead to under-reporting, particularly of subtle or systemic violations,
because it relies on a single reporting source. Through a normative review of laws and regulations, Constitutional
Court decisions, and a comparative study with professional regulatory systems in the United Kingdom, the
United States, and Australia, this study demonstrates that a multi-source reporting mechanism is more effective
in supporting professional accountability. In this context, the establishment of the MDP does not eliminate the
role of the Indonesian Medical Ethics Council (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran, MKEK) and the Ethics
Boards of Specialist Association (Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis, DEPDS). Instead, it demands a
repositioning of both as guardians of ethics and information nodes in a multi-source reporting system that allows
for two-way referrals to the MDP. This institutional repositioning is crucial for strengthening professional
accountability, improving patient safety, and promoting efficiency and learning within the healthcare system.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2023  tentang  Kesehatan = mereformasi
penegakan disiplin profesi kedokteran melalui
pembentukan Majelis Disiplin Profesi (MDP)

serta pengaturan mekanisme sengketa antara
tenaga kesehatan dan pasien. Secara paralel,
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/
PUU-XXI1/2024 dan 182/PUU-XXII/2024
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menata ulang kelembagaan konsil yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Perubahan ini tidak hanya bersifat administratif,
tetapi juga memengaruhi keseimbangan antara
lembaga negara yang menegakkan disiplin
praktik kedokteran dan organ etik profesi dalam
menjaga akuntabilitas profesi.

Pasal 305 UU Nomor 17 Tahun 2023
menempatkan pasien
dirugikan

atau keluarga yang
sebagai pintu  masuk
pengaduan  kepada ~ MDP.  Meskipun
menegaskan hak korban,

utama

pengaturan ini
membentuk model pengaduan berbasis korban
(victim-based complaint model) yang bergantung
pada kemampuan pasien untuk menyadari
pelanggaran, memahami prosedur, dan berani
melapor. Dalam konteks asimetri informasi
antara pasien dan dokter, model ini berpotensi
menjadi single-source complaint model yang rentan
terhadap wunderreporting pelanggaran disiplin
dan etik.
Pelanggaran tidak
tampak bagi pasien, seperti praktik overuse atau
overtreatment yang sering kali hanya terdeteksi
melalui evaluasi sejawat, komite mutu, atau
audit klinis. Kondisi ini membuat sebagian
pelanggaran  tidak sehingga
berpotensi meningkatkan risiko iatrogenik,
menambah beban biaya

profesional selalu

terlaporkan,

kesehatan, serta
publik  terhadap
profesi kedokteran. Selain itu, pelanggaran yang
tidak terdeteksi juga menghilangkan peluang
pembelajaran  sistemik yang penting bagi
peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Di dalam organisasi profesi, Majelis
Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dan
Dewan Etik Perhimpunan Dokter Spesialis
(DEPDS) memegang mandat sebagai organ etik
internal yang menafsirkan dan menegakkan
Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)
dan kode etik melakukan
pembinaan sejawat, serta menjatuhkan sanksi
organisasi bila diperlukan.® Namun, reposisi
sistem disiplin pasca UU Nomor 17 Tahun 2023
memunculkan pertanyaan baru: bagaimana
kedudukan dan peran MKEK dan DEPDS
dalam lanskap baru yang menempatkan MDP
sebagai simpul disiplin formal negara? Apakah
organ etik profesi akan terpinggirkan, atau

mengurangi kepercayaan

spesialistik,

justru dapat diperkuat sebagai lex specialis etik
dan simpul informasi dalam arsitektur
akuntabilitas multisumber terhadap MDP?

Artikel ini memberikan kontribusi baru
dengan mengidentifikasi desain pengaduan
pasca UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP
Nomor 28 Tahun 2024 sebagai victim-based single-
source complaint model yang secara struktural
mendorong underreporting pelanggaran disiplin
profesi dan etik kedokteran. Artikel ini juga
mengusulkan reposisi MKEK dan DEPDS
sebagai lex specialis etik sekaligus simpul
informasi multisumber yang menghimpun
sinyal dari berbagai titik sistem sebelum
merujuk pada kasus yang tepat ke MDP. Melalui
penerapan kerangka Budaya yang Adil (Just
Culture) pada level desain kelembagaan, artikel
ini memetakan secara konseptual pembagian
domain antara pembinaan etik oleh organ
profesi dan penegakan disiplin profesi secara
formal oleh MDP. Dengan demikian, artikel
ini menautkan arsitektur pelaporan disiplin
profesi dengan  pencegahan tertutupnya
pelanggaran disiplin profesi oleh regulasi yang
kurang tepat (regulatory blindness), pengurangan
pemborosan sistemik, dan penguatan kapasitas
pembelajaran sistemik dalam layanan kesehatan
di Indonesia.’”® Berbeda dengan desain
multisumber di Inggris, Amerika Serikat, dan
Australia yang memungkinkan sinyal dari
sejawat, rumah sakit, dan badan pembiayaan
langsung mengalir ke regulator, model yang
bertumpu pada pengaduan korban seperti di
Indonesia cenderung menempatkan kasuskasus
semacam ini dalam posisi ‘low visibility’,
sehingga risiko terhadap pasien dan sistem sulit
berkurang secara sistematis

Mandat MDE MKEK, dan DEPDS dalam
Sistem Akuntabilitas

UU  Nomor 17 Tahun 2023
memperkenalkan MDP sebagai lembaga yang
berwenang menilai dan memutus dugaan
pelanggaran disiplin profesi tenaga kesehatan
dan tenaga medis, dengan kaitan erat terhadap
sistem hukum nasional.! MDP berfungsi sebagai
simpul penilaian profesional terhadap perkara
tertentu, yang dapat berujung pada rekomendasi
sanksi administratif, pembatasan praktik, atau
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konsekuensi hukum lain yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan.'’®

Disisilain, Kode Etik Kedokteran Indonesia
dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
IDI menempatkan MKEK sebagai organ etik
nasional yang menafsitkan dan menegakkan
norma etik, serta menjatuhkan sanksi organisasi
terhadap anggota yang melanggar.'®** DEPDS
berperan sebagai lex specialis etik di tingkat
spesialisasi, dengan mandat untuk menilai
kasus etik yang memerlukan pemahaman
kontekstual terhadap standar praktik dan
kompleksitas klinis di masing-masing cabang
ilmu.

Sebelum berlakunya UU Nomor 17 Tahun
2023, hubungan antara organ etik profesi dan
majelis disiplin negara telah diakomodasi secara
terbatas. Ortala MKEK IDI 2018 memberikan
kewenangan bagi MKEK untuk merujuk dugaan
pelanggaran disiplin ke MKDKI, sedangkan
UU Nomor 29 Tahun 2004 membuka
kemungkinan rujukan balik ketika dalam
pemeriksaan disiplin ditemukan pelanggaran
etik.® Kerangka regulasi baru MDP pada
prinsipnya dapat melanjutkan pola hubungan
dua arah ini, tetapi membutuhkan penegasan
eksplisit agar tidak terjadi kekosongan norma
dan kebingungan praktik.

Dengan demikian, secara normatif, MDP,
MKEK, dan DEPDS memiliki mandat yang
berbeda namun saling melengkapi: MDP fokus
pada disiplin formal dan kepastian hukum;
MKEK dan DEPDS fokus pada etik, pembinaan
sejawat, dan integritas profesi. Tantangan
utamanya adalah  bagaimana
hubungan di antara ketiganya sehingga mandat
tersebut tidak saling meniadakan, terutama
dalam konteks model pengaduan berbasis
korban yang diadopsi UU Nomor 17 Tahun
2023.!

mendesain

Perbandingan Model Pelaporan Internasional

Perbedaan paling penting antara Indonesia
dan beberapa negara pembanding bukan hanya
pada struktur regulator atau jenis sanksi, tetapi
pada cara kasus pelanggaran pertama kali
ditemukan dan masuk ke sistem. Di Indonesia,

Pasal 304 dan 305 UU Nomor 17 Tahun 2023

menempatkan pasien, keluarga, atau pihak

yang dirugikan sebagai pintu masuk utama
pengaduan kepada MDP, sehingga deteksi
kasus sangat bergantung pada korban yang
menyadari, berani, dan mampu mengadu.! Ini
membentuk wvictim-based sekaligus single-source
complaint model.

Sebaliknya,  regulator  di
Amerika Serikat, dan Australia
sistematis mengembangkan model pelaporan
multisumber. Di Inggris, General Medical
Council (GMC) menerima concerns mengenai
perilaku dan praktik dokter dari pasien,
keluarga, sejawat, pemberi kerja, regulator lain,
dan selfreferral dokter, dengan orientasi utama
perlindungan publik dan penilaian fitness
to practise.’® Di Amerika Serikat, state medical

Inggris,
secara

boards dapat memulai proses pelanggaran
disiplin berdasarkan laporan pasien, keluarga,
rumah sakit, pemberi kerja, perusahaan
asuransi, sejawat, maupun temuan internal;
Federation of State Medical Boards (FSMB)
mendorong pelaporan proaktif dan pertukaran

informasi antarlembaga.?"*

Perluasan ~ sumber  pelaporan  ini
juga ditemukan di Australia. Australia
melalui Ahpra dan National

Boards mengelola notifications multisumber dan
memiliki kewenangan immediate action, misalnya
pembatasan segera praktik, ketika ada laporan
risiko serius bagi keselamatan publik.*** Di
ketiga negara tersebut, organisasi profesi (seperti
BMA, AMA, AMA Australia) memelihara kode
etik dan memberikan dukungan etik, tetapi
fungsi disiplin lisensi berada di tangan regulator
negara.

Untuk menonjolkan aspek cara temuan
kasus, Tabel 1 merangkum perbedaan model
pelaporan disiplin profesi kedokteran di
Inggris, Amerika Serikat, dan
Tabel ini menunjukkan bahwa
di negara-negara tersebut, arus
ke regulator disiplin tidak dimonopoli oleh
korban, melainkan berasal dari berbagai simpul

Indonesia,
Australia.
informasi

sistem: sejawat, manajemen rumah sakit, komite
mutu, badan pembiayaan, regulator lain, dan
bahkan dokter sendiri. Perbedaan mendasar
ini menjelaskan mengapa model pelaporan
Indonesia, yang masih bertumpu pada korban,
sangat rentan terhadap underreporting dan sulit
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menangkap pelanggaran halus atau sistemik
yang tidak mudah dikenali atau disadari oleh
pasien.
Analisis  tabel bahwa
perbedaan utama antara Indonesia dan negara
pembanding terletak pada sumber informasi
yang memicu proses disiplin. Di Inggris, Amerika

Serikat, dan Australia, regulator menerima

menunjukkan

laporan dari berbagai sumber, termasuk sejawat,
rumah sakit, pemberi kerja, regulator lain,
dan bahkan pelaporan mandiri oleh dokter.
Sebaliknya, dalam konstruksi regulasi Indonesia,
pintu masuk pengaduan lebih banyak dipahami
sebagai pengaduan korban. Perbedaan ini
berimplikasi pada kemampuan sistem untuk
mendeteksi pelanggaran profesional yang tidak
mudah dikenali oleh pasien.

Reposisi MKEK dan DEPDS sebagai Simpul
Informasi Multisumber

Dalam kerangka UU Nomor 17 Tahun
2023, MDP diposisikan sebagai penegak
disiplin formal, sedangkan MKEK dan DEPDS

tetap memegang mandat etik internal profesi.!

Artikel ini

mengusulkan  reposisi peran
MKEK dan DEPDS sebagai berikut: pertama,
mempertegas peran mereka sebagai lex

specialis etik yang menangani pelanggaran etik
melalui pembinaan sejawat, klarifikasi standar,
dan sanksi organisasi; kedua, menempatkan
MKEK dan DEPDS sebagai simpul penerima
dan pengelola informasi di ranah etik dan
profesionalisme.

Sebagai simpul informasi, MKEK dan
DEPDS dapat menghimpun laporan dan sinyal
risiko dari sejawat (peer reporting), komite medik
dan komite mutu rumah sakit, audit klinis,
manajemen fasilitas, organisasi profesi, serta
bahkan analisis pola klaim pembiayaan yang
mengindikasikan overuse atau overtreatment.
Informasi ini tidak selalu langsung berujung
pada sanksi, tetapi menjadi bahan penilaian
etik dan pembinaan sejawat.’ Bila dalam proses
penilaian  ditemukan pelanggaran
disiplin yang jelas, misalnya pelanggaran
standar profesi atau standar pelayanan, MKEK
dan DEPDS kemudian dapat merujuk kasus
tersebut ke MDP melalui mekanisme rujukan
yang diatur secara eksplisit.

indikasi

Reposisi ini secara konseptual menggeser
sistem dari model yang sepenuhnya bergantung
pada korban menuju arsitektur informasi
multisumber yang bertumpu pada organ etik
profesi. Dengan demikian, ketentuan Pasal 304
dan 305 UU Nomor 17 Tahun 2023 tidak perlu
diubah untuk membuka pintu bagi pelaporan
dari sejawat atau institusi; yang diperlukan
adalah pengaturan bahwa laporan dari simpul-
simpul sistem dapat difasilitasi dan diolah
terlebih dahulu oleh MKEK/DEPDS sebelum
dirujuk ke MDP. Model multisumber ini telah
diterapkan di negara-negara lain (Tabel 1).

Budaya yang Adil, Under-Reporting, dan
Implikasi Kebijakan

Penerapan Budaya yang Adil dalam reposisi
MKEK, DEPDS, dan MDP memungkinkan
pembedaan yang lebih tajam antara kesalahan
yang memerlukan pembelajaran sistemik dan
pelanggaran yang memerlukan sanksi disiplin
formal.’ Human error dan sebagian atrisk
behavior lebih tepat ditangani dalam domain
pembinaan etik dan perbaikan sistem oleh
MKEK, DEPDS, dan struktur keselamatan
pasien di rumah sakit; sedangkan reckless
behavior dan pelanggaran berat terhadap
standar profesi seharusnya menjadi domain
MDP.!°

Desain pelaporan multisumber yang
terhubung dengan kerangka Budaya yang
Adil dapat menurunkan hambatan pelaporan
internal. Tenaga medis akan lebih terdorong
untuk melaporkan insiden, baik sebagai
pelaku maupun sejawat, bila yakin bahwa
sistem mampu membedakan antara kesalahan
yang dilaporkan secara jujur karena human
error atau atrisk behavior dan pelanggaran berat,
serta tidak secara otomatis menghukum setiap
laporan.®’®** Di sisi lain, penguatan fungsi
investigasi dan sanksi MDP tetap diperlukan
untuk memastikan bahwa pelanggaran serius
terhadap keselamatan pasien mendapat respons
proporsional dan konsisten.’

Dimensi sistem pembayaran menambah
lapisan kompleksitas tersendiri. Sistem feefor-
serviceyangdominandiberbagaisektorpelayanan
menciptakan insentif struktural terhadap
peningkatan volume tindakan, sehingga
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meningkatkan risiko overuse,

dan waste bila tidak diimbangi dengan audit
klinis dan tata kelola konflik kepentingan yang
memadai.”® Pelanggaran akibat distorsi insentif

overtreatment,

ini sering kali berada di area abu-abu secara

hukum, namun jelas problematik secara etik.

dan

DEPDS

sebagai
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Selain itu, praktik semacam ini hampir tidak
pernah dilaporkan oleh pasien karena mereka
tidak menyadari bahwa layanan yang diberikan
tidak memiliki indikasi klinis yang memadai.”
Dalam konteks tersebut, reposisi MKEK
simpul

informasi

Tabel 1. Penegakan disiplin dan etik kedokteran serta model pelaporan di beberapa negara

Aspek Indonesia Inggris Amerika Serikat Australia
M]‘DP‘sebagal penegak State medical boards Natlongl Boards
Regulator disiplin formal tenaga GMC mengatur L (melalui Ahpra)
o . . . ) menegakkan disiplin . ,
disiplin medis/kesehatan registrasi dan fitness A mengatur registrasi
i dan lisensi; FSMB R ..
utama berdasarkan UU to practise dokter o dan disiplin praktisi
berperan koordinatif
Nomor 17 Tahun 2023 kesehatan
MKEK (IDI) dan BMA mendukung AMA (melalm CEJA) AMA (Austraha)
) . edukasi dan memelihara Code menerbitkan Code
Organ etik DEPDS sebagai organ . . . AR
. 1. . dukungan etik; of Medical Ethics of Ethics; disiplin
profesi etik internal profesi, . . . .
. S standar perilaku dan kebijakan etik; formal dipegang
utama sanksi organisasi dan L A .
embinann inti ditetapkan oleh  disiplin lisensi di Ahpra/National
p GMC boards Boards
Pelanggaran standar Perlindungan . . Perhnd.ungag pubhk
. . , Perlindungan publik ~ melalui kondisi,
Fokus profesi, standar publik dan fitness to .
. , : . melalui pembatasan,  pembatasan,
penegakan pelayanan, SPO; sanksi  practise (registrasi, ; .
T - . suspensi, pencabutan  suspensi,
disiplin administratif dan pembatasan, C
embatasan praktik penghapusan) lisenst pembatalan
P registrasi
Integritas profesi, . _ Etik profesi melalui Etik profesi melalui
Fokus konflik kepentingan Isu etik profesi AMA/CEJA dan AMA (Australia)
. . ’ difasilitasi BMA; ) .
penegakan perilaku tidak patut; _ . kode etik; dapat dan kode etik;
. . . sebagian kasus juga -
etik pembinaan sejawat dan masuk ke GMC mengarah ke laporan  dapat menjadi dasar
sanksi IDI ke boards bila berat laporan ke Ahpra
Pasien, kel ihak
asten, kevarsd, piha . ) Multisumber: pasien, ~ Multisumber:
Sumber dirugikan (model Multisumber: pasien, . .
) ) keluarga, rumah sakit, pasien, keluarga,
utama pengaduan berbasis keluarga, sejawat, . . ) .

. . e sejawat, pemberi sejawat, fasilitas,
laporan korban; singlesource di ~ pemberi kerja, keria. perusahaan emberi keria
disiplin UU Nomor 17 Tahun regulator, selfreferral 1, P b b

asuransi, regulator regulator lain

2023)

Diakomodasi

Selfreferral /' Tidak diatur eksplisit; Diakomodasi sebagai dalz.im.be‘b crapa Dlakorpodgm .
. salah satu bentuk yurisdiksi (misalnya sebagai bagian dari
selfreport praktik terbatas ; . o
concerns impairment, notifications

boundary issues)

Ada tindakan Ada mekanisme
Kewenangan  Terbatas; bergantung Ada interim orders sementara (summary  immediate action
tindakan mekanisme dalam kasus berisiko  suspension/ bila terdapat risiko
segera administratif lain tinggi restrictions) di serius terhadap

sejumlah state boards

keselamatan publik

Singkatan: MDP = Majelis Disiplin Profesi; IDI = Ikatan Dokter Indonesia; MKEK = Majelis Kehormatan Etik Kedokteran; DEPDS = Dewan
Etik Perhimpunan Dokter Spesialis; GMC = General Medical Council; BMA = British Medical Association; AMA = American Medical Association;
CEJA = Council on Ethical and Judicial Affairs; FSMB = Federation of State Medical Boards; Ahpra = Australian Health Practitioner Regulation Agency.
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multisumber dan penerapan kerangka Budaya
yang Adil menjadi semakin penting. Mereka
dapat membaca sinyal dari audit klinis dan
data pembiayaan sebagai indikasi masalah
etik dan kemudian, bila perlu, mengaktivasi
jalur disiplin melalui MDP. Secara kebijakan,
ini menuntut: (1) pengaturan formal mengenai
kewajiban dan perlindungan pelaporan dari
sejawat dan institusi; (2) pedoman bersama
MDP-MKEK-DEPDS tentang klasifikasi kasus
etik vs disiplin; dan (3) integrasi data mutu,
keselamatan pasien, dan pelaporan etik dalam
satu arsitektur informasi nasional.

Implikasi PP Nomor 28 Tahun 2024
terhadap Arsitektur Pelaporan dan Risiko
Under-Reporting

Selain ketentuan Pasal 304 dan 305 UU
Nomor 17 Tahun 2023 yang menempatkan
pasien, keluarga, atau pihak yang dirugikan
sebagai pintu masuk utama pengaduan kepada
MDP, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2024 sebagai peraturan pelaksana mempertegas
konstruksi tersebut.'® Dalam pengaturan
pelaporan ke MDP, PP Nomor 28 Tahun
2024 tidak memberikan ruang eksplisit bagi
organisasi profesi, DEPDS, maupun MKEK
untuk mengajukan pengaduan ke MDP sebagai
pelapor Demikian pula, lembaga
pembiayaan kesehatan seperti BPJS Kesehatan
atau perusahaan asuransi kesehatan swasta
tidak secara eksplisit ditempatkan sebagai subjek
pelapor dalam konstruksi normatif tersebut.’
Tetapi dalam pasal 304 dan 305 tersebut
sebutan kata "dapat” tidak boleh diartikan
secara eksklusif atau “hanya”, sehingga masih
membuka ruang bagi MKEK dan DEPDS untuk
memberikan informasi aduan atau rujukan ke
MDP secara model multisumber.

formal.

Konsekuensinya, desain regulasi pasca
UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor
28 Tahun 2024 semakin menguatkan model
pengaduan (victim-based
complaint model) dan secara de facto membatasi
arus informasi formal ke MDP pada satu
jalur utama. Jika organisasi profesi dan organ
etik tidak diberi kedudukan normatif untuk
merujuk atau mengadukan dugaan pelanggaran
disiplin secara langsung, maka temuan etik yang

berbasis  korban

memiliki dimensi disiplin berpotensi berhenti
pada ranah internal organisasi.

Implikasi sistemiknya signifikan. Banyak
bentuk pelanggaran disiplin, terutama yang
bersifat halus, sistemik, atau berbasis pola
praktik, tidak mudah dikenali atau disadari
oleh pasien. Praktik overuse,
konflik kepentingan terselubung, atau distorsi
keputusan klinis akibat insentif pembiayaan
sering kali justru terdeteksi melalui audit

overtreatment,

klinis, komite mutu, sejawat, atau analisis
klaim pembiayaan oleh lembaga seperti BPJS
dan perusahaan asuransi.’ Jika simpulsimpul
tersebut tidak memiliki jalur formal untuk
mengaktivasi mekanisme disiplin di MDP, maka
sebagian besar kasus berisiko tinggi hanya akan
tampak sebagai anomali administratif tanpa
pernah masuk ke domain penegakan disiplin
profesi.

Dalam perspektif teori regulasi dan

keselamatan  pasien, pembatasan sumber
laporan seperti ini meningkatkan risiko under-
reporting yang bersifat struktural. Pelanggaran
disiplin yang nyata tetapi tidak pernah
dilaporkan akan menjadi fenomena gunung es:
bagian yang terlihat hanyalah kasus yang cukup
ekstrem atau cukup disadari oleh korban untuk
diajukan secara formal. Sementara itu, deviasi
praktik yang lebih subtil, yang justru dapat
berdampak luas terhadap mutu layanan dan
pemborosan sistemik, akan tetap tidak tercatat.

Dari sudut pandang kebijakan publik,
kondisi ini menciptakan dua konsekuensi
Pertama, MDP berpotensi bekerja
dengan data yang tidak merepresentasikan
realitas praktik secara utuh, sehingga sulit
melakukan pembinaan atau penegakan disiplin

berbasis pola risiko. Kedua, sistem kehilangan

utama.

peluang pembelajaran dari insiden dan deviasi
yang tidak pernah masuk ke ranah adjudikasi
formal.

Apabila benar bahwa PP Nomor 28 Tahun
2024 tidak membuka ruang pelaporan langsung
dari organisasi profesi, dewan etik spesialis,
BPJS, maupun asuransi kesehatan swasta, maka
reposisi MKEK dan DEPDS sebagai simpul
informasi multisumber menjadi semakin krusial.
Dalam desain seperti ini, diperlukan penegasan
mekanisme rujukan dua arah yang eksplisit dan
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terlindungi secara hukum antara organ etik
profesi dan MDP. Tanpa penguatan tersebut,
arsitektur disiplin pasca UU Nomor 17 Tahun
2023 berisiko semakin mempersempit visibilitas
pelanggaran disiplin, alih-alih memperluas
perlindungan terhadap keselamatan pasien dan
integritas profesi.

Dengan demikian, persoalan utama bukan
semata-mata pada keberadaan MDP sebagai
lembaga disiplin formal, melainkan pada desain
arus informasi menuju lembaga tersebut. Sistem
yang terlalu bergantung pada satu sumber
pengaduan cenderung menciptakan regulatory
blindness, ketidakmampuan regulator melihat
pelanggaran yang secara kasatmata tidak pernah
dilaporkan. Dalam konteks pelayanan kesehatan
yang kompleks dan sarat asimetri informasi,
pelaporan multisumber bukanlah
pilihan tambahan, melainkan prasyarat dasar
bagi sistem akuntabilitas yang efektif dan adil.

desain

KESIMPULAN

Reposisi MKEK, DEPDS, dan MDP
merupakan prasyarat penting untuk menggeser
sistem disiplin profesi kedokteran di Indonesia
dari model pengaduan berbasis korban dan
satu sumber menuju arsitektur akuntabilitas
yang lebih andal berbasis multisumber.
MDP pada gilirannya dapat memfokuskan
diri pada penetapan putusan disiplin formal
dengan konsekuensi hukum yang jelas, yang
didukung oleh aliran informasi yang tidak lagi
semata-mata bergantung pada kesadaran dan
keberanian pasien untuk mengadu. Arsitektur
multisumber ini juga berpotensi mengurangi
pemborosan  sistemik akibat pelanggaran
yang tidak terdeteksi dan meningkatkan
pembelajaran dari insiden untuk perbaikan
berkelanjutan. Dengan demikian, penguatan
arsitektur pelaporan multisumber bukan hanya
persoalan kelembagaan, tetapi merupakan
prasyarat penting bagi sistem disiplin profesi
yang mampu melindungi keselamatan pasien
sekaligus menjaga integritas profesi kedokteran.
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